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PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Menimbang: a.

d.

Mengingat; 1.

b.

DENGAN RAHMAT TT]HAN YANG MAHA ESA

BITPATi HALMAHERA BARAT,

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia

Tahun 1945 rnengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik lndonesia

melindungt segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia

dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan

penghidupan tennasuk perlindungan terhadap bencana, dalam rangka

rnervuj udkan kesej ahteraan umulx ;

bahwa wilayah Kabupaten Hahaahera Batat memiliki kondisi geografis,

geologis, hidrologis, demografis, dan sosial budaya yang memungkinkan

terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam" faktor non alam

maupun oleh perbuatan manusi ayangdapat menghambat dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan

hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan

Secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat, Serta untuk memberikan arah

landasan dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat, maka

cliperlukan Regulasi Daerah tentang Penyelangg&Taan Penanggulangan

Bencana Daerah;
bahwa penetapan Peraturan Daerah berdasarkan Surat Gubernur N4aluku Utara

Nomor: 100.3.2 l45.llB.HIlKUl\'f Tanggal 26 Maret 2024 Perihal Pernberian

Nomor Registlasi Ranperda Kabupaten Halmahera Bmat Tentang

Penyelen gg alaan Pen anggul angan B encan a Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurul a,

huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Peny el enggaraan Penan ggulangan Bencana Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang

Nornor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku

m enj adi Undang- undang;
Undang-undang Nornor 46 Tahun 1999 tentang Pernbentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 
-fahun 2000:

Undang-undang Nornor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di Maluku Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4337);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

(Lembaran Negara Republik lndonesta Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Repriblik Indonesia Tahun 2014 Nomot 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Ker.1a (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 6841);
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Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 TsnIffig. Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahrm 2011 tentang Pembenhrkan Peraturan. Perundang-

undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 terfiang Penyelenggara

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomar 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4828)
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan

Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomot 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4829).
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta

Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam

Penanggulaflgaft Bencana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 nomor 44, tambahan Lembaran flegara Republik indonesiaNomor
4830).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Al5 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah denganPeraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama

DtrWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABIIPATEN HALMAHERA BARAT
dan

B LIPATI HAL MAHERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan. PERATLIRAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARtu\N
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat'

2. Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom Kabupaten Halmahera Barat.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah

perangkat Daeiah yang dibentuk dalarn rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk

mel aksanakan penanggulangan bencana.

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat dengan BNPB

adalah lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
6. instansi/lembaga terkait adalah instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan

bencana.

7.
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7 . Lemabaga Usaha adalah setiap Badan Hukum yang dapat berbentuk badan usaha rnilik
Negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan

ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus

menerus yang beke{adan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.
8. Lembaga internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup Struktur

organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas rnewakili

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi interaasional lainnya dan lernbaga asing

non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9 " Bencana adalah peristir,va atau rangkaian peristirva yang mengancam dan rnengganggLl

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oieh faktor alam atau

faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda

dan dampak psikologis.
10. Bencana Alarn adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristirva yang disebabkan oleh alarn antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung

meletus, banjir, kekeringan, angin topan: abrasidan tanah longsor.

1 1. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan

rvabah penyakit:
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian

peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi kontlik sosial antar kelompok,

atau antar komunitas masyarakat dan teror ;
13. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi

penetapan kebijakan pembangunan )iang berisiko timbulnya bencana, kegiatan

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi ;

14. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau

masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran

utama untuk normalisasi atau berjalannya secara rvajar semua aspek pemerintahan dan

kehidupan masyarakat pada rvila,riah pasca bencana.

15. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali seillua prasarana dan sarana, kelembagaan

pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat

dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian" sosial,

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada

wilayah pasca bencana ;

16. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.

17.Rawan Bencana adalah kondisi atau karal'leristik geologis, biologis; hidrologis,

klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonoini dan teknologi pada suatu

rvilayah untuk jangka rvaktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah,

meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi

dampakburuk bahaya tertentu;
18. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan

lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelernbagaan,

prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
19. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi

benoana melalui pengorganisasian serta rneialui langkah yang tepat guna dan berdaya

guna.

20. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin

kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh

lembaga yang berw'enang.

21. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi

ancaman bencana
22. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditirnbulkan akibat bencana pada suatu

lvilayah dalam kurun wallu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa

terancam , hilangnya rasa aman- rnengungsi; kerusakan atau kehilangan halta dat
gangguan kegiatan m asy arakat:

x
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23.Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera

pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang

rneliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan

kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, peqrelamatan, serta pemulihan

prasarana dan sarana.

24. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh

pemerintah untuk langka waktu tertentu atas dasar rekornendasi Badan yang diberi
tugas untuk rnenanggulangi bencana;

25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari

tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk
bencana;

26. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu harnil

atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

27 . Masy arakat adalah perseorangan, kel ompok orang dan/ atau badan hukum.

28. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang rrenderita atau meninggal

dunia akibat bencana,
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah

Anggaran Pendapatan Kabupaten Halmahera Barat.
30. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan

bencana untuktahap prabencana, saattanggap darurat, danlatau pascabencana.

31. Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana tertentu.

32. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah

untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waklu
tanggap darurat berakhir.

33. Dana bantuan sosial berpola hibah adalah dana yang disediakan Pemerintah kepada

pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pascabencana.

34. Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat

keadaan darurat.

BAB II
ASAS, PRINSIP, MAKSLTD DAN TUJTIAN

Pasal2

( 1 ) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan berasaskan:

kemanusiaan;
keadilan;
kesamaan kedudukan dalarn hukum dan pemerintahan;
keseimbangan, keselarasan dan keserasian;

ketertiban dan kepastian hukum ;

kebersamaan;
g kelestarian lingkungan hidup: dan
h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Penyel enggaraan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai prinsi p:

a. cepat dan tepat;

b. prioritas;
c. koordinasi dan keterpaduan;

d. berdayaguna dan berhasil guna;

e. transparansi dan akuntabilitas,
f. kernitraan,
g pemberdayaan;
h. nondiskriminatif; dan
i. nonproletisi.

(3) Peraturan daerah ini ditetapkan, bennaksud sebagai pedoman dalam rnenyelenggarakan

Penanggulangan Bencana Daerah.

a.

b.

c.

d.

e.

f.
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( 4 ) Peny e I e nggar aan Penan ggulangan B encana Daerah bertuj uan untuk :

a. memberikan perlindungan, akses persamaan kedudukan, rasa alnan, keadilan dan

kepastian hukum bagi semua pihak, stakeholder serta komunitas terhadap

penyelenggaraan kegiatan kepernerintahan, pembangunan, pelayanan kepada

rnasyarakat dalam penanganan bencana dengan memperhatikan keseimbangan,

keserasian, keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan

kepentingan bangsa dan Negara;
b. rnenjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka mernberikan perlindungan

kepada masyarakat dari ancaman, resiko, dan dampak bencana,

c. menghargai budaya lokal;
d. membangun partisipasi dan kemitraan public serta swasta;

e. mendorong semangat gotong royong, kesetiakarvanan, dan kedennawanan; dan

t. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

BAB III
RTIANG LINGKUP

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

a. tanggungjawab dan wewenang;
b. kelembagaan;
c. hak dan kewajiban;
d. jenis bencana;
e. penyelenggraan penanggulangan bencana alam;
f. pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;

g. pengawasan dan laporan pertanggungiawaban,

h. penyelesaian sengketa;

i. ketentuan penyedikian;dan
j ketentuan pidana.

BAB TV
TANGGLTNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal4
(1) Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana di Daerah.
(2) Dalarn melaksanakan tanggungjawab Penanggulangan sebagaimana dirnaksud pada ayat

(1), Pemerintah Daerah melimpahkan tugas dan fungsinya kepada BPBD.
(3) BPBD dalara melaksanakan tugas dan fungsinya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dapat melibatkan unsur:

a. pemerintah,
b. rnasyarakat;
c. lembaga kemasyarakatan;
d. lembaga usaha; dan
e. lembaga internasional.

Pasal5
Tanggunglawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

rneliputi:
a. pengurangan Risiko Bencana dan pemanduan pengurangan Risiko Bencana dengan

program pembangunan;
b. perlindungan masyarakat dari dampak Bencana;

c. penjaminan pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat dan Pengungsi yang terkena

Bencana sesuai dengan standar pelayanan minirnum;
d. pengalokasian dana penanggulangan Bencana dalarn APBD;
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Pasal6
dalam Penyelenggaraan Penanggr"rlangan Bencana

a. penetapan kebijakan penanggulangaa

kebii akan pembangunan Daerah;
bencana pada wilayahnya selaras dengan

b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur kebijakan

penanggul angan Bencana.

c. pelaksanaan kebijakan keqa sama dalam penanggulangan Bencana dengan

kabupaten/kota lain;
d. p.ngrturun dan pencegahan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber

ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya,

e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurasan sumber daya alam yang

melebihi kemampuan alam pada rvilayahnya; dan

f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang di daerah.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal T

( 1 ) Penyelenggalaan Penanggulangan Bencana dibarvah koordinasi BPBD.

iUi Oufu* mJaksanakan koordinasi, BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak

mengatur lintas sektoral yang ada di Daerah dalam rangka Penyelenggataan

Penanggulangan Bencana.
(3) BPBD mempunyai fungsi:

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan

pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, elektifdan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana,

terpadu, dan menYeluruh.
(4) BPBD mempunyai tugas:

a. rneletaptan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebqakan pemerintah daerah dan

Badan
Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi

secara adil dan setara,

menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggataafi penanggulangan bencana

berdasarkan Perafuran Perundang-undangan;
menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

melaksanakan penyele r1ggaraafi penanggulangan bencana di daerah;

melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap

sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

mempertanggungjawabkan Fnggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

i. melaksanakan kervajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
IIAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban MasYarakat

Pasal S

Dalam Peny elen gg ar aatt Penang gul angan B en cana, mas,v arakat berhak :

a. rnendapatkan perlindungan sosial dan rasa afi1an, khususnya bagi kelompok

masyarakat rentan bencana:

b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalarr Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana;

c.

d.

f.

(}
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c. mendapatkan infbrmasi secara tertulis dan latau lisan tentang kebijakan

penanggulangan bencana;

d. t..prru, serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program

penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial ;

e. mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terkena

Bencana;
f. berpartisipasi dalarn pengarnbilan keputusan terhadap penanggulangan Bencana,

khususnya yang berkaitan dengan komunitasnya; dan melakukan penga\vasan sesuai

dengan mekanisme yang diatur pelaksanaan penanggulangan Bencana.

Pasal9
Dal am Peny elengg ar aan Penangg ul angan B encana, M asyarakat berkervaj iban :

a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis" ntemelihara keseimbangan,

keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;

b. berperan aktif dalam penyelengg araan penanggulangan Bencana; dan

c. memberikan intbrmasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan Bencana.

Bagian Kedua
IIak, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 10

Dalarn Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan berhak:

a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan Bencana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

b. mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan Bencana;

c. ,nenyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan

Bencana yang dilaksanakan oleh masy arakat dengan mekanisme yang diatur oleh

Pemerintah Daerah, dan

d. rnelaksanakan kegiatan pengumpulan barang, uang dan latau jasa untuk menrbantu

kegi atan penanggulangan B encana.

Pasal l1
Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga kemasyarakatan

berkewajiban:
a. berkoordinasi dengan Pernerintah Daerah dan /atau BPBD; dan

b. mernberikan dan melaporkan kepada instansi yang berr.venang dalam

pengumpulanbarang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan Bencana.

Bagian Ketiga
IIak dan Kewajitran Lembaga Usaha

Pasal 12

Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berhak mendapatkan

kesempatan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, baik secara tersendiri

maupun secara bersama dengan pihak lain

Pasal 13

( 1 ) Dalam Penyelengg araan Penanggulangan Bencana, lembaga usaha berkewaj iban:

a. membentuk satuan penanggulangan Bencana di masing-masing tempat kegiatan usaha;

b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan

Bencana;

c. rnenyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan latau BPBD serta

menginformasikan kepada publik secara transparan; dan

d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam

penanggulangan Bencana.

A
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(2) Satuan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a

mendapatkan pengetahuan tentang penyelenggaraanpenanggulangan Bencana dati BPBD

atau lembaga yang telah mendapatkan sertiflkasi.

Bagian KeemPat
Hak dan Kewajiban Lemtraga Internasional

Pasal 14

Dalam PenyelenggaraafiPenanggulangan Bencana, lembaga internasional berhak:

&. mewakili kepentingan masyarakat internasional dan bekerja sesuai dengari norma

hukum internasional:
b. rnenjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Bencana.

c. rnengikutsertakan diri dalam upaya penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan

perlindungan dari Pemerintah terhadap para pekerjanya, sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; danmendapatkan akses yang aman ke rvilayah yang

terkena Bencana.

Pasal 15

Dalam PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana. lembaga internasional berkervajiban :

a. menyelaraskan dan mengoordinasikan kegiatannya daiam penanggulangan Bencana

dengan kebijakan penanggulangan Bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;

b. memberitahukan kepada Pernerintah Daerah mengenai aset penanggulangan Bencana

yang dibawa;
c. menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menjunjung tinggi adat dan

budaya Daerah; dan

d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan hak dan kewaiiban dalam Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana oleh lembaga internasionai sebagaimana dirnaksud dalam Pasal

14 dan Pasal 1 5 dilaksanakan sesui dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
JENIS BENCAI{A

Pasal 17

Jenis Bencana terdiri atas:

a. Bencana Alam;
b. Bencana Non Alam; dan

c. Bencana Sosial.

Pasal 18

( 1 ) Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, terdiri atas:

a. gempa buuni;

b banjir;
c. abrasi;
d. kekeringan;
c. cuaca ekstrim;
f,. letusan gunung api

g. tanah longsor: dan

h. kebakaran hutarllahan
i. tsunanri

(2) Bencana Non Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, terdiri atas.

&. gagal teknologi;
b. gagal moderenisasi:
c. epidemi;
d. wabah penyakit,

A
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e. HlViaids; dan
f. kecelakaanperairan.

(3) Bencana Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, terdiri atas:

a. konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat; dan
b. teror sosial.

p EN y ELENGGARA^x i#oT["uLAr{GAN BEN cANA
Bagian Kesatu

fJmum
Pasal 19

Penyelengg araan Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek : .

a. sosial. ekonomi dan budaya nrasyarakat;
b. kelestarian t-ungsi lingkungan hidup;
c. kemanfaatan dan elbktivitas; dan

d. lingkup luas u'ilayah Bencana.

Pasal 20

11) Dalarn Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pernerintah Daerah dapat:
a. menetapkan daerah Rawan Bencana nrenjadi daerah terlarang untuk pemukiman, dan
b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau

masyarakat atas suatu benda.
(2) Setiap Orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau hak

kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat
ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

13) Ketentuan mengenai Daerah Rar.van Bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman
dirnaksud padaa3tat (1) hurLrf a diatur dengan Peraturan Bupati

Bagian Kedua
Tahapan

Paragraf 1

flmum
Pasal 21

Penizelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi tahapan vaitu:
a. prabencana;
b. saat tanggap darurat; dan :

c. pascabencana.

Paragraf 2

Prabencana
Pasal 22

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahapan prabencana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf a rneliputi:
a. dalam situasi tidak terjadi Bencana; dan

b. dalam situasi terdapat potensi te{adinya Bencana.

Pasal 23
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 22 huruf a rneliputi:
a. perencanaan penanggulangan Bencana;
b. pengurangan Risiko Bencana:
c. pencegahan;
d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g. pendidikan dan pelatihan; dan

h. persyaratan standar teknis penanggulangan Bencana.

A
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Pasal 24

(1) perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 23 hurul- a

ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan'

(2) Penyusurun p"r"ncanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh BPBD'
(3) Perencanaan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

melalui p.nyururun-i'utu te-ntang Risiko Bencana pada suatu wilayah dalam rvaktu tertentu

berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan Rencana'

(4) perencanaan penanggulangan Bencana sibagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;

b. pemaharnan tentang kerentanan masyarakat,

c. analisis kemungkinan darnpak Bencana;

d. pilihan tindakan pengilrangan Risiko Bencana;

e. penentuan met anisrne kesiapan dan penanggulangan darnpak Bencana; dan

f. alokasi tugas, kewenangan dan sunber daya yang tersedia.

(5) pemerintah Daeiah secari berkala merunjau dokumen perencanaan penanggulangan

Bencana.
(6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan Bencana, Pemerintah

Daerah dapat mewajibkan lintas sektoral dalam melakukan perencanaan penanggulangan

Beucana di bawah koordinasi - BPBD'

(7) Setiap kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan mempunyai
' 

risiko tinfgi yung Oo:put menirnbulkan B"ncuru dilengkapi dengan anaiisis Risiko Bencana

sebagai uugiun dari usaha penanggulangan Bencana sesuai kewenangan'

Pasal 25

(1) pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 huruf b dilakukan

untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi

sedang tidak terjadi Bencana;

(2) penguiangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:

a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;

b. perencanaan parti sipatif penanggulangan Bencana;

c. pengembangan budaya sadar Bencana;

d. peningkatan kornitmln terhadap pelaku penanggulangan Bencana: dan

e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana.

Pasal 26

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal23 huruf c meliputi:

a. identifikasi din pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana,

b. pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber dayaaLam dan penggunaan

teknologi tinggi.
c. pengawasan iJrhadap pelaksanaan tata milng dan pengelolaan lingkungari hidup; dan

d. penguatan ketahanan sosial rnasyarakat'

Pasal2T

Pemanduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Paial 23 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur rencana

penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah

Pasal 28
penyelenggaraan penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi teqadi Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 huruf b, rneliputi:

a. kesiapsiagaan;

b. peringatan dini; dan

c. mitigasi Bencana.

Pasal29
(1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan untuk

memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian Bencana;

A
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(2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penvusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;

b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;

d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladitentang mekanisme tanggap darurat,

e. penyiapan lokasi evakuasilshelter;
f. penyusunan data akurat, infonnasi, dan pemutakhiran prosedur tetapi tanggap darurat

Bencana; dan
g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan Pemulihan

prasarana dan sarana.

Pasal30
( 1) Peringatan dini sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 28 huruf b dilakukan untuk mengambil

tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena Bencana serta

mempersiapkan tindakan tan ggap darurat.

(2) Peringatan dini sebagaimana ditraksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. mengamati gejala Bencana;

b. menganalisa data hasil pengartatan;

c. rnengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;

d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan

e. mengambil tindakan oleh masyarakat.

(3) Pengamitan gejala bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh

instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman Bencana dikoordinasikan

dengan BPBD untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan

terladi dengan memperhatikan kearilan lokal.

(4) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rvajib disebarluaskan oleh BPBD,

lernbaga penyiaran pemerintah dan sr.vasta di Daerah dalam rangka rnenggerakkan dan

mengerahkan sumber daya.
(5) Dalarn penyebarluasan, BPBD, lembaga penyiaran pemerintah dan srvasta sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) melakukan Sosialisasi kepada masyarakat yang berada pada titik
rawan Bencana untuk mengurangi Risiko Bencana.

Pasal3l
(1) Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan untuk

mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap masyarakat yang

berada pada kawasan Rawan Bencana.
(2) Kegiatan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan melalui:

a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko

Bencana;

b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktul, tatabangunan; dan

c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan baik secara konr,'ensional

maupun modem.

13) Dalam rangka pelaksanaan mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

{2), Pemerintah Daerah menyusun infonnasi kebencanaan, basis data dan peta

kebencanaan, yang terdiri atas.

a. Iuas wilayah.
b. jumlah penduduk;
c. jumlah rumah masyarakat, gedung pemerintah, pasar, sekolah, puskesmas, rutnah

sakit, tempat ibadah, fasilitas umum dan fasilitas sosial;

d. jenis bencana yang sering teqadi atau berulang;

e. daerah Rawan Bencana dan Risiko Bencana;

f. cakupan luas rvilayah Rawan Bencana;

g jalurr evakuasi.
h. lokasi pengungsian:
i. sumber daya manusia penanggulangan Bencana; dan
j hal lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Informasi kebencanaan, basis data dan peta kebencanaa;fi sebagaimana dirnaksud pada ayat

(3) berfungsi untuk:

A
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menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan Bencana; '

rnengidentifikasi, memantau bahaya Bencana, kerentanan dan kemampuan dalam

menghadapi Bencana;
membenkan perlindungan kepada masyarakat di daerah Rawan Bencana;

mengembangkan sistem peringatan dini;
mengetahui bahaya bencana, Risiko Bencana dan kerugian akibat Bencana; dan

rnenjalankan pembangunan yang beradaptasi pada Bencana dan menyiapkan

masyarakat hidup selaras dengan Bencana.

Pasal 32

Dalam rangka mitigasi Bencana kawasan potensi Rarnan Bencana, BPBD sesuai

kewenangannya menetaPkan.

a. penetapan batas rvilayah Bencana,

b. ketentuan pelarangan kegiatan untuk fasilitas umum ; dan

c. pengendalian kegiatan pemukiman.

Pasal 33

(1) BPBD sesuai dengan wewenang dan tanggungjarvabnya menetapkan Daerah Rarvan

Bencana pada setiap wilayah daratan, perbukitan, pegunungan dan sungai, meliputi

karvasan rawan:
a. banjir;
b. kekeringan;

erosi, abrasi dan sedirnentasi;
longsor,

e. kebakaranhutan/lahan;
f. gempa bumi;
g. cuaca ekstrim;
h. letusan gunung api
i. kepunahan jenis tumbuhan dan /atau satrva; dan
j wabah penyakit.

(2) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona

Rawan Bencana berdasarkan tingkat kerarvanannya'

(3) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan pemanfaatan kawasan Rawan Bencana di Daerah

dengan melibatkan masvarakat.
Paragraf 3

Tanggap Darurat
Pasal34

(l) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;

penentuan Status Keadaan Darurat Bencana;
penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;

pemenuhan kebutuhan dasar;

e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

f. Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital'
(2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dilakukan

melalui identifi kasi terhadaP:

a. cakupan lokasi Bencana,

b. jurnlah Korban Bencana;
c. kerusakan prasarana dan sarana;

d. gangguan terhaclap fungsi pelayanan ufi1uln serta pemerintahan; dan

e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan'

(3) Dalam rangka penyelenggaraan penanganan situasi tanggap darurat BPBD bekerjasama

dengan pihak lain sesuai mekanisme dan kebijakan yang ada.

Pasal 35
(1) Pada saat Status Keadaan Darurat Bencana ditetapkan BPBD mempunyai kemudahan

akses meliputi:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

c.

d.

a.

b.
c.

d.

A
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pengerahan sumber daYa manusia:

pengerahan peralatan;

pengerahan logistik.
imigrasi, cukai, dan karantina;

e. pedzinan;
t. pengadaanbarang/jasa;
g pengeiolaan dan pertanggungia$.aban uang dan latau barang;

h. penvelamatan; dan

i. komanclo untuk memerintahkan instansi/lembaga'

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 36

Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana dilaksanakan oleh Bupati'

Pasal3T
( 1) Bupati menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana terhadap daerah yang terkena

Bencana sehingga dapat mengerahkan asset bidang pertahanan dan keamanan'

perlindungan masyarakat dan badan usaha'

(2) Fengerahan aset Uidurrg pertahanan dan keamanan, perlindungan masyarakat dan badan
' ' 

,rrrtiu sebagaipana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;
(3) balarn haf Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) Kepala

BpBD mempunyai kewenangan untuk mengarahkan instansillembaga dalam satu

komando, untuk ,rr.ngg.rukkun sumber daya manusia, peralatan, logistik dan

penyelamatan;
(+) bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengangkat seorang pejabat sebagai
' 

komandan penanganan darurat bencana dalam melaksanakan fungsi komando atas usul

Kepala BPBD;
(5) Komandan penanganan keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (ul)

sesuai dengin lokasi dengan tingkatan bencana mengaktifkan dan meningkatkan pusat

pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darotat Bencana'

(6) iros-komando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berfungsi untuk mengoordinasikan,

mengendalikan, memantau dan rnengevaluasi penanganan tanggap darurat Bencana'

(7) pos fomando sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan institusi yang berrvenang

memberikan data dan informasi serta pengambilan keputusan dalam penanganan tanggap

darurat Bencana' 
Pasar 3g

(1) pos komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) mempunyai tugas meliputi :

a. Melakukan kqian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan

hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;
Melakukan lajian awal upaya/rencana kegiatan hehabilitasi dan rekonstruksi;

Menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;

Men gkoordinasi kan i nstansir'lembaga terkait;

Mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;

Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana;

Melaksanaku., *urui.*en informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana, dan

Pos komando p.nungunu, darurat bencana melaporkan pelaksanaan operasi

penanganan darurat 
-b.n"rru 

kepada Kepala BPBD kabupaten tembusan

instansillembaga terkait.

Pasal39
(i)Kepala BPBD berwenang melakukan dan /atau meminta pengerahan pemanfaatan

sumberdaya:
a. sumberdaYa anlar Daerah,

b. lembaga internasional yang bertugas menangani Bencana;

c. lembaga usaha:

a.

b.

c.

d.

b.

d.

f
g.

h.

A
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d. Searc:h and rescue;
e. Tentara Nasional Indonesia;
f. Kepolisian Republik Indonesia.
g Palang Merah Indonesia.
h. Perlindungan Masyarakat: dan

i. lembaga Sosial dan keagamaan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cata mengenai pemanfaatan sumberdaya

sebagaimana dimaksud pada a--vat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Pasal 40

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana sebagairnana dirnaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang

tirnbul akibat Bencana yang terjadi pada suatu Daerah rnelalui upaya

a. pencarian dan penirelamatan korban,
b. pertolongan darurat, dan

c. evakuasi korban.
Pasal 41

Kepala BPBD guna memudahkan pencarian dan penyelamatan korban Bencana dan harta

benda, berwewenang :

a. menyingkirkan dan /atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana

yang dapat rnembahayakan jirva;
b. menyingkirkan dan latau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu

proses penyelamatan;
c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang

untuk memasuki suatu lokasi;
d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan

e. memerintahkan kepada pimpinan instansillembaga terkait untuk mematikan listrik atau

menutupimembuka pintu air.

Pasal 42

(1) pencarian dan penyelamatan Korban Bencana dihentikan dalam hal:

a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi; atau

b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda

korban akan diternukan;
(2) penghentian pencarian dan peny'elamatan Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat dilaksanakan kembali dengan mempertimbangkan adan-va informasi baru

mengenai indikasi keberadaan Korban Bencana.

Pasal43
(1) Pernenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d

meliputi bantuan penyediaan:

a. kebutuhan air bersih, sanitasi,

b. pangan;

c. sandang;
d. pelayanan kesehatan;

e. pelayanan psikososial; dan
t-. penampungan serta tempat hunian.

(2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dim aksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh lintas

sektoral di bawah koordrnasi BPBD.

Pasal 44

Penanganan masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana dilakukan dengan kegiatan;

a. pendataan:
b. penempatan pada lokasi yang aman. dan

c. pemenuhan keburtuhan dasar.
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Pasal 45

(l) perlindunganterhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

huruf e dilakukan dengan *e*be.tkun prioritas kepada Korban Bencana yang mengalami

luka parah dan kelompok rentan berupapenyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelavanan

kesehatan dan psikososial.
(2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:

bayi, balita dan anak;
ibu yang sedang mengandun g atztt menyusui ;

orangsakitdarlataupenyandangdisabilitas ; dan

orang lanjut usia.

Pasal46
Pemulihan dengan segera fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 34 ayat (1) huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan /atau mengganti kerusakan

akibat bencana untuk menjarnin kelangsungan kehidupan masyarakat yang dilaksanakan

dengan segera oleh instansi/lembaga terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD sesuai

kewenangannya.
Paragraf 4

Pasca bencana
Pasal4T

Penyelenggaraan penanggulangan Bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal21 huruf c meliputi:
a. Rehabrlitasi; dan

b. Rekonstruksi.
Pasal 48

( I ) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;

b. perbaikan prasarana dan sarana umum;

c. pemberian bantuan perbaikan rumah rrasyarakat;

d. Pernulihan sosial psikologis;
e. pelayanankesehatan;
f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
g Pemulihan sosial, ekonomi, budaYa;

h. Pemulihan keamanan dan ketertiban:

i. Pemulihan fungsi pernerintahan; dan
j Pemulihan fungsi pelayanan publik.

(2) Untuk mempercepat Pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana,

Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1).

(3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis

kerusakan dan kerugian akibat Bencana.

(4) Kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan tanggungiawab

Pemerintah Daerah yang terkena Bencana.

(5) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyusun rencana

Rehabilitasiyang didasarkan pada analisis kerusakan dari kerugian akibat Bencana

sebagaimana dirnaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

(6) Dalam menyusun rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

mernperhatikan:
a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan:

b. kondisi sosial;
c. adat istiadat;
d. budaya. dan:
e. ekonomi. .

(7) Rencana Rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) disusun berdasarkan pedoman

yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

a.

b.

c.

d.
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Pasal 49

(l ) perbaikan lingkungan daerah Bencana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fisik perbaikan

lingkungan untuk"memenuhi persyaratan teknis. sosial, ekonomi, dan budaya Serta

ekosistem kawasan, mencakup lingkungan:

a. kawasan Pemukirnan;
b. karvasan usaha;

c. kawasanpenvangga; dan

d. karvasanbangunan gedung.

(2) perbaikan lingkringu, d^.rui, Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada perencanaan teknis yang paling sedikit memuat:

a. data kependudukan, ,oriuf, buJaya, ekonomi, sarana dan prasarana sebeium terjadi

Bencana;
b. data kerusakan yang meliputi lokasi, rjata Korban Bencana, jumiah dan tingkat

kerusakan bencana dan perkiraan kerugian;

c. potensi sumber daya yang ada di daerahBencana;

d. peta ternatit yang il"risi dlata sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf

c;
e. rencana progralll dan kegiatan;

f,. garnbar desain:

g. rencana anggaran;

h. jadwal kegiatan; dan

i. pedomanRehabilitasi'
(3) Kegiatan perbaikan lingkungan daerah Bencana' 

diliksanakan oleh instansiilembaga terkait sesuai

bersama masYarakat.
Pasal 50

( i) perbaikan prasarana dan sarana umum dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi,

kelancaran kegiatan ekonomi dan kehidupari sosial budaya trasyarakat, rnencakup

perbaikan infrastruklur serta fasiiitas sosial budaya dan fasilitas umum.

(2) irerbaikan sarana dan prasarana unlurll sebagaimana dim aksud pada ayat (1) didasarkan

pada perencanaan teknis yang paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. keselamatan;
b. sistem sanitasi;
c. penggunaanbahan bangunan; dan

d. itunAu, teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

(3) Kegiatan perbaikan sarana dan prasarana umuln dilakukan secara gotong royong dengan

bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah.

Pasal 51

(l) pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dalam rangka membantu masyarakat

memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan akibat Bencana agar dapat dihuni kembali

(2) perbaikan rumah r.brgui*una dimaksud pada ayat (llmengikuti standar teknis sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal52
(1) pemerintah Daerah melalui instansi/lernbaga terkait yang dikoordinasikan oleh BPBD

rnelaksanakan upaya Pemulihan social psikologis, dalam rangka membantu masYarakat

yang terkena dampak Bencana untuk memulihkan kernbali kehidupan social dan kondisi

psitilogis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana rneliputi :

a. intervensi Psikologis;
b. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;

c. pendampingan Pemulihan trauma;

d. pelatihan Pernulihan kondisi psikologis; dan

e. kegiatan psikososial.
(2) pelayina, soiiul psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pusat keseheJan

,rrutyutakat di kecamatan siaga bencana dilayani oleh ahli dan para medis'

sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dengan bidang tugas masing-rnasing

d
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Pasal 53

(1) pemerintah Daerah melaksanakan pemberian pelayanan kesehatan melalui pusatipos

pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh instansi terkait yang dikoordinasikan oleh

bpgn, dalam rangka 6embantu Pemulihan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena

dampak Bencana, meliPuti upaya:

a. membantu perawatan Korban Bencana yang sakit dan mengalami luka,

b. membantu perawatan Korban Bencana yang rneninggal;

c. rnenyediakan obat-obatan,

d. rnenyediakan peralatan kesehatan;

e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan

f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
(2) pelaksanlan kegiatan Pernulihan kondisi kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat'

(3) ilntuk percepatan pelayanan kssehatan di setiap kelurahan siaga Bencana didirikan pos

kesehafan siaga yang dikoordinir oleh BPBD bekerjasama dengan instansi terkait'

Pasal54
(1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) hurulf

ditujukan membantu masyarakat di daerahRarvan Bencana dan rawan konflik sosial untuk

menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial

kehidupan masyarakat.
(2) Kegiatan rekoniiliasi dan resolusi konflik sebagaimana diraaksud pada ayat (1) dilakukan' 

melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat terkait dengan tetap

rnemperhatikan situasi, kondisi dan karakter serta budaya rnasyarakat setempat dan

menjunjung tinggi rasa keadilan'
(3) pelaisanaan kegratan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dirnaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh instansi/lernbaga terkait berkoordinasi dengan BPBD sesuai dengan

kewenangannya.

Pasal 55

(i) Dalam rangka Pemulihan sosial, ekonomi, budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48

ayat(1) huruf g, ditujukan untuk membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktitkan

tfmUaii kegiatan sosial, ekonomi dan budaya seperti pada kondisi sebelum teriadi

Bencana.
(2) Kegiatan Pernulihan sosial, ekonomi dan budaya sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
' 

dilaksanakan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan rnengaktifkan kembali

kegiatan sosial" ekonomi dan budaya rnelalui:

a.layanan advokasi dan konseling;

b. bantuan stim ulan aktivitas ekonomi; dan

c. pelatihan.

13) 
pelaksanaan kegiatan Pernulihan sosial, ekonorni dan budaya sebagaimana dimaksud pada

ayat(4) dilakukan oleh instansillembaga terkait berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 56

(1) pernulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf

h, ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mernulihkan kondisi keamanan dan

ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi

sebelum terjadi Bencana.

(2) Kegiatan Pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:' ' 
u. 

-*"ngaktitkan 
kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah Bencana;

b" meni-ngkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berrvenang dan ketertiban sebagaimana

dirnaksud dalam huruf a dilakukan oleh instansillernbaga terkait berkoordinasi dengan

BPBD.

d
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Pasal 57

(l ) Pemuiihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 aiiat (1) huruf i

dituiukan untuk membantu mas,varakat dalam memulihkan fungsi pemerintahan di wiiayah

bencana, dilaksanakan melalui upaya.

a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas pemerintahan secepatnya:

b. penyelamatan dan pengamanan dokumen negara dan pemerintahan;

c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
d. Pemulihan fungsi dan peralatan pendukung tugas pernerintahan; dan

e. pengaturan kembali tugas pemerintahan pada instansillembaga terkait.

(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pernerintahan dilakukan oleh instansi/lembaga

terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 58
( I ) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 48 ayat ( 1 ) huruf

j ditujukan untuk rnemulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat di wila.vah

bencana, dilaksanakan melalui upaya:
a. Rehabilitasi dan Pemulihan fungsi sarana dan prasarana pelayanan publik:

b. rnengaktifkan kernbali tungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan

c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
(2) Pelaksanaan kegiatan Pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan olehinstansiilembaga

terkait, berkoordinasi dengan BPBD.

Pasal 59
( 1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilakukan rnelalui kegiatan:

a. pembangunan kertbali sarana dan prasarana;

b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;

c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;

d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik sena

tahan Bencana;
e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan; dunia usaha dan

masyarakat;
f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya,
g peningkatan fungsi pelayanan publi( dan

h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
(2) Pemerintah Daerah menyusun rencana kegiatan Rekonstruksi dengan memperhatikan:

a. rencana tata ruang dan fungsr lingkungan hidup;
b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;

c. kondisi sosial;

d. adat istiadat;
e. hudaya dan kearifan lokal; dan

f. ekonomi.
(3) Rencana Rekonstruksi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan pedoman

yang ditetapkan oleh kepala BNPB.

Pasal 60

(1) Pembangunan kembali sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat

(l) huruf a merupakan kegiatan fisik pem bangunan baru sarana dan prasarana untuk

memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dengan memperhatikan

rencana tata ruang wilayah.
(2) Pembangunan kembaii sarana dan prasarana harus berdasarkan perencanaan teknis dengan

memperhatikan masukan dari instansir'iembaga terkait, Pemerintah Daerah dan aspirasi

masyarakat daerah Bencana.
(3) Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasai 59

ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru untuk fasilitas sosial dan tasilitas

umurl guna memenuhi kebutuhan aktivitas sosial kemasyarakatan, berdasarkan

perencanaan teknis dengan ketentuan harus memenuhi:

a. standar teknik konstruksi bangunan;

d
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b. penetapan kawasan, dan

c. arahan pemanlaatan ruang.

(4) pernbangonun kembali sarana sosial masyarakat dilaksanakan oleh pernerintah dan iatau

pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah, sesuai dengan tingkat bencana.

Pasal6l
pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagairtana dimaksud dalarn
pasal 5t ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk menata kernbali kehidupan dan

mengembangLun pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya yang lebih baik"

dengan tujuan:
a. menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap Bencana;

b. mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli

Bencana;
c. menyesuaikan kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan Rawan

Bencana; dan

d. mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.

Pasal 62

( i) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peraiatan yang lebih baik dan tahan' 
bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, dilaksanakan untuk

meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu

mengantisipasi dan tahan bencana serta tnengurangi kemungkinan kerusakann-va yang

lebih parah akibat bencana, melalui upaya;
a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;

b. menyesuaikan dengan tata ruang;

c. memperhatikan kondisi dan kerusakan'

d. memperhatikan kearifan lokal, dan

e. menyesuaikan terhadap tingkat kerarvanan Bencana'

(2) irenerapan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh instansi/lembaga

terkait berkoordinasidengan kepala BPBD'

Pasal 63

Partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, lernbaga dunia usaha

dan masyarakaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 a>"at (l) huruf e" dilaksanakan untuk

meningkatkan partisipasi guna membantu penataan daerah Rawan Bencana ke arah lebih

baik dan rasa kepedulian daerah Rawan Bencana, dengan cara:

a. melakukan karnpanye peduli Bencana;

b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia

kemasyarakatan dan lembaga usaha; dan

c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan

Bencana.

kawan pada lerlbaga, organisasi

dan kegiatan persiapan rnenghadapi

Pasal 64
peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dirnaksud dalarn Pasai 59

ayat [) huruf f, dilaksanal<an untuk normalisasi kondisi dari kehidupan yang lebih baik,

melalui upaya:
a. pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena Bencana;

b. pemberdayaan kelornpok usaha bersama berupa bantuan uang dan/atau barang; dan

c. pemberian dorongan dalam rnenciptakan lapangan usaha yang produktif.

Pasal 65
peningkatan fungsi pelayanan publik sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf

g dilafsanakan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik untuk mendorong

kehidupan masyarakat di wilayahs Bencana ke arah lebih baik, melalui upaya:

a. penviapan program jangka panjang peningkatan iungsi peiayanan pubiik; dan

b. pengembangan rrekanisme dan sisteru pelayaaan pu'hiik 
--v, 

aag lebih efektif <1an elisien.

x
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Pasal66

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat sebagainrana dimaksud dalam Pasal 59

ayat (i ) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam

rangka pelayanan prima melalui upaya pengembangan pola pelayanan masyarakat yang

efektif dan efisien.

BAB LX

PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA
Bagian Kesatu

LImum
Pasal6T

(1) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya

penanggulangan bencana secala berdayaguna, berhasilguna, dan dapat

dipertanggungi awabkan.
(2) Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana rneliputi:

a. sumber dana penanggulangan bencana,

b. penggunaan dana penanggulangan bencana;

c. pengelolaan bantuanbencana; dan

d. pengawasan, pelaporan, dan pertanggungiawaban pendanaan.

Bagian Kedua

Sumber Dana
Penanggulangan Bencana

Pasal 68

(1) Dana penanggulangan Bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
(2 ) Pernerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang

bersumber dari masyarakat.

(3) Dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:

a. anggaranpendapatan dan belanja negara;

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
C, APBD;
d. lembaga usaha; dan latau
e. masyarakat.

Pasal69
(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan Bencana dalam APBD.

(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan pada tahap prabencana,saat

tanggap darurat Bencana dan pascabencana.

(3) Anggaran penanggulangan Bencana sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 68 ayat {.31,

meliputi:
a. dana kontijensi Bencana;

b. dana siap pakai; dan ;

c. dana bantuan sosial berpola hibah.

(4) Penggunaan anggaran penanggulangan Bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Kepala BPBD.

Pasal 70

(1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana siap pakai dalarr anggaran penanggulangan

Bencana yang berasal dari APBD.
(2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu tersedia sesuai dengan

kebutuhan pada saat tanggap darurat.
(3) Dana bantuan sosial berpola hibah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara

untuk kegiatan pada tahap pascabencana.

A
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Pasal 71

(l)Pernerintah Daerah ntendorong partisipasi rnasyarakat dalam penyediaan dana yang

bersumber dari masyarakat sebagaimana dirnaksud dalam Pasal68 ayat (3) huruf e.

(2) Danayang bersumber dari masyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) yang diterima
oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam bentuk laporan keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam

negeri.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan dana sebagaitnana dirnaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Bupati.

?asal72
Dalam mendorong partisipasi rnasyarakal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 71

Pernerintah Daerah dapat.
a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan uang dan lata:u barang

penanggulangan Bencana,

b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengurnpulan uang dan lataubarang
penanggulangan Bencana; dan

c. rneningkatkan kepedulian rnasyarakat untuk berpartisipasi dalarn penyediaan uang dan

/atau barang.

Pasal 73
( I ) Setiap pengumpulan uang dan /atau barang penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin

dari Bupati.
(2) tzin sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) salinannya disampaikan kepada BPBI)
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pengumpulan uang dan latav barang

penanggulangan Bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga
Penggunaan Dana

rarairar t
LImum

Pasal 74

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan

penanggulangan bencana yang meliputi tahap .

a. prabencana
b. saat tanggap darurat, daruatatt

c. pascabencana
Paragraf 2

Prabencana
Pasal 75

Perencanaan, penganggaran,pelaksanaan pelaporan clan pertanggungiawatran penggunaan

dana penanggulangan Bencana yang bersurnber darr APBD pada tahap prabencana

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal T6

Dana penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam pasal

73 dialokasikan untuk kegiatan dalarn siluasi:
a. tidak terjadi Bencana; dan
b. terdapat potensi terladinya Bencana.

Pasal 77

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a meliputi:

d
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a. fasilitas penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
b. program pengurangan Risiko Bencana;
c. program pencegahan Bencana;

d. pemanduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;

e. penyusunan analisis Risiko Bencana;

f. fasilitas pelaksanaan dan penegakan rencana tatatuang;
g. penyelengg araan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan

h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.

Pasal TS

(1 ) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya
Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal76 huruf b meliputi:
a. kegratan kesiapsiagaan.
b. pembangunan sistem peringatan dini; dan

c. kegiatan mitigasi Bencana.
(2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana

kontijensi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 69 ayat (3) huruf a.

Paragraf 3

Tanggap Darurat Bencana
Pasal 79

-t

(1) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-

masing instansi/lernbaga terkait; dan

b. dana tidak terduga yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalarn APBD di

khususkan untuk penanggulangan bencana.
(2) BPBD sesuai dengan kervenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan

Bencana sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal S0

Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a meliputi:
a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi kerusakan dan sumber

daya
b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena Bencana;

c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana;

d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan

e. kegiatan Pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 81

(1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b digunakan sesuai

dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.
(2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan lataujasa untuk:

a. pencarian dan penyelamatan Korban Bencana;

b. pertolongan darurat;
c. evakuasi Korban Bencana;

d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

e. pangan;

f. sandang;
g papan;
h. pelayanan kesehatan; dan
i. penampungan serta tempat tinggal setnentara.

(3) Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

d
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Paragraf 4

Pasca bencana
Pasal 82

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan; pertanggungiawaban

penggunaan dana penanggulangan Bencana yang' bersumber dari APBD pada tahap

pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan:

a. Rehabilitasi; dan

b. Rekonstruksi.

Bagian KeemPat
Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

IJmum
Pasal 34

(1) pemerintah Daerah menyediakan dan membenkan bantuan Bencana kepada l(orban

Bencana.
(2) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) terdiri atas:

a. santunan duka cita;
b. santunan kecacatan.

c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan

d. bantuan pemenuhan kebr-rtuhan dasar.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita ;

Pasal 85

(1) Santunan duka cita sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 84 ayat (2) hurr"rf a diberikan

kepada korban meninggal dalam bentuk:

a. biaya pemakaman, dan /atau
b. uang duka.

(2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan

pendataan, identifikasi dan veritlkasi oleh instansi/lembaga yang

dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

(3) Santunan duka cita sebagaimana dim aksud pada ayat (2) diberikan

korban.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Paragraf 3

Santunan Kecacatan
Pasal 86

(1) Santunan kecacatan sebagailnana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b diberikan

kepada Korban Bencana yang mengalami kecacatan mental dan latau fisik.
(2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), diberikan setelah dilakukan

pendataan, identifikasi dan veritikasi oleh instansiilembaga yang berrvenang yang

dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pinjaman Lunak L1ntuk Usaha Produktif
Pasal 87

( 1) Bantuan berupa pinlaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

84 ayat (2) huruic diberikan kepada Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian.

setelah dilakukan
berwenang yang

kepada ahli waris
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(2) pinjarnan lunak untuk usaha produktif sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) diberikan

dalarn bentuk:
a. kredit usaha Produklif, atau

b. kredit pemilikan barang modal.
(3) pinjaman lunak sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan' ' 

p"rdut*n, identifikasi dan verifikasi oleh instansi/lembaga vang berrvenang yang

dikoordinasikan oleh BPBD sesuai dengan kewenangannya'

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan pinjaman lunak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Pasal 88

(1) Bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat

12) huruf d diberikan kepada Korban Bencana dalam bentuk:

a. penampungansementara;
b. bantuanPangan;
c. sandang;
d. papan;
e. air bersih dan sanitasi; dan

f. pelayanan kesehatan.

(2) Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diberikan

dengan mernperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas

kepada kelompok rentan berdasarkan klasifikasi ringan, sedang dan berat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengawasan, Pelaporan, dan Pertanggungiawaban Pendanaan

Pasal 89

(1) pemerintahan Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahap penanggulangan

Bencana.
(2) pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengawasan terhadap laporan upa\ra

pengumpulan sumbangan dapat meminta laporan tentang hasil pengutrpulan sumbangan.

(3) berlasuikun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintali Daerah dan

masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit.

Pasal90
(l) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan
' 'maupun 

kinerJa padi tahap prabencana dan pascabencana diiakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan.

(2 ) Pertanggungj aivaban penggunaan dana penanggulangan Bencan a pada saat tanggap
' ' 

darurai Oip.rtut ri.u, i.r** khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan

sesuai den gan akuntabilitas dan tran sparansi .

(3 ) Laporan pertanggungj arvaban pelaksanaan penanggulangan Bencana, baik keuangan
' **pr6 tineria pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah

masa tanggaP darurat berakhir.
(4) Apabila UerAasurtan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) dan

hasil audit sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 89 ayat (3), ditemukan adanya

penyimpangun, ukun dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan' 
BABX

PENYELESAIAN SENGKE,TA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 91

(1) penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupa,vakan

berdasarkan asas musyarvarah mufakat.

d.
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(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada aya! (1) tidak diperoleh

kesepakatai, para pihak Oup,r. menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau

melalui pengadilan.
(3) Upaya pinyllesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
' ' 

diialufan dengan tata-i*ra adat, arbitrase atau altematif penyelesaian sengketa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 92

(1) penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan

mengenai:
a. bentuk dan besarnYa ganti rugi;

b. tindakan Pemulihan attba/- Fncemaran dan I atau perusakan;

c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan atau

perusakan; danlatau
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2) penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak bgrlaku terhadap tindakan pidana
' ' 

sebagaimana diatur dalam undang-undang lingkungan hidup'

(3) Daht pnyelesaian sengketa diluar pengadilan, dapat digunakanjasa mediator untuk mem

bantu menyelesaikan sengketa.
Bagian Ketiga

Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan
Pasal93

(1) Setiap penanggungjawab usaha dan lataukegiatan yang melakukan perbuatan melanggar

hukum dan mengakibatkan bencana yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau

lingkungan hidup, wajib membayar ganti rugr dan lataumelakukan tindakan tertentu,

Bagian KeemPat
Tanggung Jawab Mutlak dan Hak Gugat

Pasal94
(1) Setiap Orang yang tindakannya dan /atau usahanya mengakibatkan bencana non alam,' ' 

bertanggrngju*ub mutlak atas kerugian yang terjadi, tanpa perlu pembuktian unsur

kesalahan;
(2) Bencana non alam sebagaimana dimaksud padaayat(1) sepanjang dapat dibuktikan di luar

kesengaj aan atau akibx perbuatan melawan hukum pihak ketiga, maka tanggungiawab

mutlak menjadi batal. 
pasal 95

pemerintah Daerah berwenang mengajukan gqatan ganti rugi dan tindakan tertentu

terhadap usaha dan latau kegiatan yang menyebabkan teqadrnya bencana yang

menimbulkan pencemaran dan latau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal96
(1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan datt pengelolaan lingkungan

hidup, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan.

(2) Hak mengajukan gUgatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa

adanyatuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
(3) Organisasi kemisyarakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan

gugatan apabila memenuhi persyaratan :

i. -U.rU.ntot 
badan hukum atau yang disahkan sebagai Lercbaga Swadaya Masyarakat

bidang lingkungan hiduP;

b. menegaskan di dalam alggarandasarnyabahwa organisasi tersebut didirikan

untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

c. telah meiaksanikan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling

singkat 2 tdua) tahun.

d
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BAB XI
KETENTUAN PENYIDTI(AN

Pasal9T
(1) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Halmahera Barat dapat diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap

pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2) Penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di

bidang Penangulangan Bencana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat keladian dan melakukan

perneriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan

iatau tindak pidana di bidang Penangulangan Bencana;

c. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan pelanggaran datr iatau

tindak pidana di bidang Penangulangan Bencana;

d. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak

pidana di bidang Penangulangan Bencana;
e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang:

l- memanggil seseorang untuk didengar keterangannya sebagai tersangka; atau saksi yang

berkenaan dengan pelanggaran dan iatau tindak pidana di bidang Penangulangan

Bencana;
g mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan

perkara;
h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwatidak

terdapat cukup bukti, atau peristirva tersebut bukan merupakan tindakpidana dan

selanjutnya melalui penyidik umurn memberitahukan hal tersebut kepada penuntut

umum, tersangka dan keluarga; dan

i. rnengadakan tindakan lain rnenurut hukum yang dapat dipertanggungjarvabkan.

(3) Penyidik pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dirnulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Peiabat

Polisi Negara Republik Indonesia
(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan

tindakan penangkapan dan penahanan penyidik pegawai Negeri Sipil melakukan

koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Reputrlik Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan,

(5) Penyidik Pelabat Pegarvai Negeri Sipil sebagaim atTa dimaksud pada ayat

(1)menyampaikan penyidikan kepada penuntut u1llulll melalui Penyidik Pejabat Polisi

Negara Republik Indonesia.
BAB XII

KETENTUAN PIDANA
Pasal 98

(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa172

ayat (t1 aipiOara dengan pidana kurungan paling larna 3 (tiga) bulan atau pidana denda

paling banyak Rp -5.000.000,00 (lima juta mpiah).
(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KI,TENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang ,'nengatur mengenai

penanggulangan Bencana di Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Program kegiatan berkaitan dengan penanggulangan Bencana yang telah ditetapkan

sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dijalankan sampai dengan jangka waktu

kegiatan berakhir kecuali ditentukan lain dalarn peraturan perundang-undangan.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu)

tahun terhiiung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan'

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap olang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Padatanggal : 28 Maret 2A24

BUPATI HAL ,RA BARAT,

Diundangkan di : Jailolo
Padatanggal '. ZSMaret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

W
}I. ST'AHff,IL ABD. RADJAK

Nomor Register Kab. Halmaltera lJarat Ptouinsi Mcluku Lltarrt Nomor : 3 2021

Salinan sesuai aslinva
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Setda Kab.

JASON LALOMO, SH. LL.M
1282006A4 1 009Nip. t

I,EMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAFiLTN 2024

NOMOR 3

.IAMES UANG

A
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABTIPATEN HAMAHERA BARAT

NOMOR 3 TAHLIN 2024

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[IMTjM
Dalzun Alilea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Repubiik lndonesia Tahun

1945 antala lain disebutkan bahwa Negala Republik Indonesra berkewajiban rnelindungi

segenap bangsa dan selumh tumpah darah lndonesi4 rnemajukan kesejahteraan umum dan

seterusuya. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, tetmasuk

perlindungan terhadap baha,va atau resiko bencana bagi penduduk Kabupaten Harnahera Barat,

malia Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaliilan Rakyat Daerah Kabupaten Hamahera Barat

terpanggil untuk mener-bitkan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanggulangan

Bencana Daerah sebagaimana diarnanatkan juga oleh lJndang-Undang Nomor 24 Tahun 2047

tentang Penanggulangan Bencana serta beberapa Peraturan Pemerintah yalini Peraturan

Pemerintah Nomor 2l Tahun 2008 tentang Penyeleng-eara Penanggulangan Bencana.

Peraturan Pemerintali Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan

Bencan4 Peraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lenrbaga

Internasional dan Lernbaga Asing Non-pernerintah dalam Penanggulangan Bencana dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan

Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Sebagai wilayah yang secara geografis tennasuk daerah rawan bencana alarn dan juga sebagai

kabupaten yang memiliki kawasan dengan segala kemungkinan bencana non alam, rnaka

lahirnya Peraturan Daerah ini rnerupakan langkah antisipatif yang sudah men-iadi kebutuhan'

Dimaksudkan juga sebagai langkah koni<rit untuk mendinamisasi atau rnemobilisasi

kepedulian warga maq/arakat terhadap ancaman bencana yang sewaktu-lvatritu datang melanda

wilayah p enr ukimannya.
Paradigma konvensional di lndonesia yang bersifat reaktif terhadap bencana sudah waktun.va

ditinggalkan untuk diganti dengan pradigrna baru yang berciri proaktif dengan langkah-

langkah koordinatif, Artinya, disaat sekarang penanggulangan bencana harus dilaksanakan

secara terencana se-iak fase prabencana, fase tanggap darurat dan fase pascabencana. Dengan

pelgelolaan yang proaktif dan terprogt'am itu rnatrra resiko dapat ditekan serendah mungkin.

Apalagi dalam era otonomi daerah sekarang ini. masalah penanggulangan hencana tidak lagi

bersifat sentralistik di pusat tetapi sudah rnenjadi kewenangan daerah otonorn sehingga

pemerintah daerah akan dengan mudah mengggerakkan warga masyarakat untuk ikut

Lerperanserta dalam kegiatan penanggulangan bencana guna menghindari budaya pemerintah

sentries seperti di masa lalu.

Materi mratan dalan Peraturan Daerah ini mencatriup segala pennasalahan kebencanaan secara

kompreirensif sehingga penuntasan masalah secara palsial dapat dihindari. Antara larn yatg

diatur adalah halhal menyangkut: 1. Tanggung jawab datt wewenang;2. Kelembagaan, 3. Hak

dan kervajiban masyarakat; 4. Jenis Bencana: 5. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

6. Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; 7. Pengawasan dan Laporart

Pertanggungjawaban; 8. Peny'elesaian Sengketa; 9. Ketentuan Penyedikian;dan 10. Ketentuan
pidana; Serta hal-hal lain yang bertujuan memberikan pelayanan publik secara optimal.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Ayat (l)
Huruf a
yang dinaksud dengan "asas kernanusiaan" tennanifestasi dalam penyelenggaraan

penatrggulangan bencana. sehingga Peraturan Daerah ini rnernberikan perlindungan dan

penghormatan hak-hatri asasi rnanusi4 harkat dan mafiabat setiap masyarakat secara

proporsional.

II.
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Huruf b
Yang dirnaksud clengan "asas keadilan" adalah bahwa setiap rnateri rnuatan ketentuan dalam

p"ryel.rggaraan penanggulangan bencana harus tnencerminkan keadilan secal'a proporsional

bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c
yang dirnaksud dengar "asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan" adalah

bahwa materi muatan ketentuan dalam penyelenggaman penanggulangan bencana, tidak boleh

berisi hal-hal yang membedalian latar belakang, antara Iain, agarna, suku, ras, golongan'

gender, atau status sosial.

I{uruf d
yang dirnaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalan

penyelenggaraan pelranggulangan bencana rnencenninkan keseimbangan kehidupan sosial dan

lingkungan.
Huruf e
yang dimaksud dengan "asas keselarasan" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam

p.ry.l.rggaraan penanggulangan bencana mencenninkan keselarasan tata kehidupan dan

lingkurigan.
Huruf g
Vang Oimat sud dengan "asas keserasian" adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam

penyelenggaraan penanggulangan belcana mencerminkan keserasian lingkungan dan

kehidupan sosial masyarakat.
Huruf h
yang dimaksud dengan "asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa materi muatan

ketentuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ha.rus dapat menirnbulkan

ketertiban dalam masyarakat rnelalui adanya jaminan kepastian hukum.

Huruf i
yalg dirnaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada dasamya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama Pemerintah, Pemerintah

Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Hurufj
Vang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa materi rnuatan

ketentuan dalam pen.velenggaraan penanggulangan trencana mencenlinkan kelestarian

lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Huruf k
yang dimaksud dengan "asas berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi" adalah bahwa dalam

p"ry"l*rgg*aan penanggulangan bencana harus rnemanfaatkan ilmu pengetahuan dan

i"trrotogii"cara optirnal sehingga mempemudah dan mempercepat proses penanggulangan

bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat ter-iadi bencana, pemulihan segera (early

recovery') maupun pada tahap pascabencana.

Ayat (2)
Huruf a
1-ang dimaksud dengan "prinsip pengurarlgan resiko" adalah salah satu sistem pendekatan

untut mengidentifikasi, mengavaluasi dan mengurangi resiko yang disebabkan oleh bencana.

Huruf b
yang dimaksud dengan "prinsip cepat dan tepat" adalah bahwa dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan

keadaan.
Huruf c
yang dirnaksud dengan "prinsip pdoritas" adalah bahwa apabila terjadi bencana- kegiatan

pena:nggulangan harus ,r"uduprt prioritas dan diutarnakan pada kegiatan penyelamatan jrwa

manusia.
Huruf d
yang dirnalisud dengan "prinsip koordinasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan

bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Yang dimaksud dengan

"prilsip keterpaduan" adalah bahwapen,velengga:'aan penanggulangan bencana dilakukal oleh

blrbagar sekior secala terpadu yang didasalkan pada kerjasama yang baik dan saling

rnendukung.
Huruf e
yang dimaksud dengan "pnnsip berdayaguna" adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan

rriaslar.akat, dilakukan dengan tidak rnernbuang rvaktu. tenaga dan biaya yang berlebihan.

yang dirnaksud dengan "prinsip berhasilguna" adalah bahwa kegiatan penyelenggaraan

peninggulangan bencana har-us berhasilguna, khususnya dalam mengatasi kesulitan

*usyutakut dengan tidak rnembuang waktu, tenag4 dan biaya yang berlebihan.
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Huruf f
Yang dimaksud dengan "prinsip transparan" adalah bahwa penyelenggarrum penanggulangan

bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan

"prinsip akuntabel" adalah bahwapenyelenggaraan penanggulangan bencanadilakukan secara

terbuka dan dapat dipertanggungiawabkan secara etik dan hukurn.

Huruf g
Cukup Jelas.

Huruf h
Yang dimaksud dengan "nondiskriminatif' adalah adalah bahwa dalam penyelenggaraan

penanggulangan bencana tidak rnernberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin,

suku. agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf i
Yang dimaksud dengan "nonproletisi" adalah dilarang menyebarkan agaffia atau keyakinan

pada saat keadaan darurat bencan4 terutama melalui panberian bantuan dan pelayanan darurat

bencana.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Ayat (1)

Cukup Jelas.

$rat(2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (.2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 14

Cuk-up Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.
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Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 19

Culmp Jelas.

Pasal 20
Ayat (1)

Culiup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal24
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat {7)
Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal2T
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal29
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 30
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.
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Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (a)
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 34
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 35
Ayat (l)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
CukuP Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (s)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 38
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (Z)
Cukup Jelas.

Pasal 39
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.
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Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal42
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Je1as.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (l)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 49
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 50
Ayat (l)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 51

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

A
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Pasal 52
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 53

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasa 54
Ayat (l)

Cukup Jelas.

A1'at (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 56

Ayat (l)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 57
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 58
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cul-up Jelas.

Pasal 59
Ayat (l)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas"

Pasal 6l
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup.Telas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

h
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Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.
Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat(2)
Cukup Jelas.

Pasal6T
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 68
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 69
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 70
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

PasalT2
Ayat (l)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 73

Cukup Jelas.

Pasal7 4

Cukup Jelas.

Pasal 75

Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

A
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Pasal TT

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Pasal 78
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat(2\
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 81

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jeias.

Pasal 83

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 84
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 85

Ayat (1)
Cukup Jelas.

A-vat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 86

Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cul'-up Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 87
Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Je1as.

Aizat (3)

Cukup Jelas.
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Pasal 88
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 89
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 90
Ayat (l)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 9l
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 92

Ayat (l)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Pasal 93

Ayat (l )
Cukup Jelas

Ayat(2)
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (l)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 96
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

A-vat (s)
Cukup Jelas.
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Pasal9T
Cukup Jelas.

Pasal 98
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat {2)
Cukup Jelas.

Pasai 99

Cukup Jelas

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Cukup Jelas.
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